
PERATURAN BUPATI BREBES NOMOR

21 TAHUN 2023

TENTANG

PERLINDUNGANDANPELAYANANBAGIAPARATURSIPILNEGARA

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

BUPATIBREBES,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkankesejahteraan

Aparatur  Sipil  Negara  maka  perlu

dilakukanupayapeningkatanpelayanandan

perlindunganterhadapAparaturSipilNegara;

b. bahwa  perlindungan  kepada  Aparatur  Sipil

NegaradapatdilaksanakandalambentukJaminanKesehata

n,  Jaminan  Kecelakaan  Kerja,

JaminanKematian,danpendampinganbantuanhukumkepa

da

AparaturSipilNegarayangmenghadapimasalah;

c. bahwa  sesuai  Ketentuan  Pasal  92  ayat  (1)  Undang-

Undang  Nomor  5  Tahun  2014  tentang  Aparatur  Sipil

Negara,  Pemerintah  wajib  memberikan  perlindungan

berupajaminankesehatan,kecelakaankerja,kematiandanb

antuanhukumbagiAparaturSipil

Negara;

d. bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana

dimaksud  dalam  huruf  a,  huruf  b,  dan  huruf  c,  perlu

menetapkanPeraturanBupatitentangPerlindungan

danPelayananbagiAparaturSipilNegara;

Mengingat : 1. Undang–UndangNomor13Tahun1950tentang

Pembentukan Daerah -DaerahKabupaten dalam



LingkunganPropinsi JawaTengah(BeritaNegara

RepublikIndonesiaTahun1950Nomor42);

2. Undang–Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang

Pemerintahan  Daerah  (Lembaran  Negara  Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 224,  TambahanLembaran

Negara  Republik  Indonesia  Nomor  5587)  sebagaimana

telah  diubah  beberapa  kali  terakhirdengan  Undang-

Undang  Nomor  6  Tahun  2023  tentang  Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor

2  Tahun  2022  tentang  Cipta  Kerja  Menjadi  Undang-

Undang  (Lembaran  Negara  Republik

IndonesiaTahun2023Nomor41,Tambahan

LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor6856);

3. Peraturan  Pemerintah  Nomor  70  Tahun  2015  tentang

Jaminan  Kecelakaan  Kerja  dan  Jaminan  Kematian  bagi

Pegawai  Aparatur  Sipil  Negara  (Lembaran  Negara

RepublikIndonesiaTahun2015Nomor212,TambahanLemb

aranNegaraRepublikIndonesia  Nomor  5740)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

Nomor  66  Tahun  2017  tentang

PerubahanAtasPeraturanPemerintahNomor70  Tahun

2015  tentang  Jaminan  Kecelakaan  Kerja  dan  Jaminan

Kematian  bagi  Pegawai  Aparatur  Sipil  Negara

(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2017

Nomor317);

4. Peraturan  Presiden  Nomor  82  Tahun  2018  tentang

Jaminan  Kesehatan  (Lembaran  Negara  Republik

Indonesia  Tahun  2018  Nomor  165)  sebagaimana  telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden

Nomor  64  Tahun  2020  tentang  Perubahan  Kedua  Atas

Peraturan  Presiden  Nomor  82  Tahun  2018

tentangJaminanKesehatan(LembaranNegara

RepublikIndonesiaTahun2020Nomor130);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURANBUPATITENTANG PERLINDUNGANDAN

PELAYANANBAGIAPARATURSIPILNEGARA.



BAB1

KETENTUANUMUM

Pasal1

DalamPeraturanBupatiiniyangdimaksuddengan:

1. DaerahadalahKabupatenBrebes.

2. PemerintahDaerahadalah Bupati sebagaiunsurpenyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan

Pemerintahanyangmenjadikewenangandaerahotonom.

3. BupatiadalahBupatiBrebes.

4. PerangkatDaerahadalahPerangkatDaerahdiLingkungan

PemerintahKabupatenBrebes.

5. BadanKepegawaiandanPengembanganSumberDayaManusiaDaerahKabup

atenBrebesyangselanjutnyadisingkatBKPSDMDadalahPerangkatDaerahya

ngmempunyaitugaspokokdanfungsi

dibidangkepegawaiandilingkunganPemerintahKabupatenBrebes.

6. BagianHukumadalahBagianHukumSekretariatDaerahKabupaten

Brebes.

7. AparaturSipilNegarayangselanjutnyadisingkatASNadalahprofesi 

bagiPegawaiNegeriSipildanPegawaiPemerintahdenganPerjanjian

KerjayangbekerjapadaPemerintahKabupatenBrebes.

8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warganegara

Indonesia  yang  memenuhi  syarat  tertentu,  diangkat  sebagai

PegawaiAparaturSipilNegarasecaratetapolehpejabatpembina

kepegawaianuntukmendudukijabatanpemerintahan.

9. PegawaiPemerintahdenganPerjanjianKerjayangselanjutnya  disingkat

PPPK  adalah  warga  negara  Indonesia  yang  memenuhi  syarat

tertentu,yangdiangkatberdasarkanperjanjiankerjauntukjangka

waktutertentudalamrangkamelaksanakantugaspemerintahan.

10. Jaminan  Kesehatan  adalah  Jaminan  Kesehatan  jaminan  berupa

perlindungan  kesehatan  agar  Peserta  memperoleh

manfaatpemeliharaankesehatandanperlindungandalammemenuhi

kebutuhan  dasar  kesehatan  yang  diberikan  kepada  setiap  orang  yang

telah  membayar  Iuran  Jaminan  Kesehatan  atau  Iuran  Jaminan

KesehatannyadibayarolehPemerintahPusatatauPemerintah

Daerah.

11. PesertaadalahpegawaiASNPemerintahKabupatenBrebesyangtelah

membayarIuranJaminanKesehatan.

12. PemberiKerjaadalahPemerintahDaerahKabupatenBrebes.
13. Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut Iuran adalahsejumlah

uang  yang  dibayarkan  secara  teratur  oleh  Peserta,  Pemberi



Kerja,dan/atauPemerintahPusatatauPemerintahDaerahuntuk

programJaminanKesehatan.

14. JaminanKecelakaanKerjayangselanjutnyadisingkatJKKadalah

perlindunganatasresikokecelakaankerjaataupenyakitakibatkerja 

berupaperawatan,santunandantunjangancacat.

15. Jaminan Kematian yang selanjutnya disebut JKM adalah

perlindunganatasresikokematianbukanakibatkecelakaankerja

berupasantunankematian.

16. Penyakitakibatkerjaadalahpenyakityangdideritasebagaiakibat

langsungdaripelaksanaantugas.

17. Cacat adalah kelainan fisik dan /atau mental sebagai akibat

kecelakaankerjayangdapatmenggangguataumenjadirintanganbagi

pesertadalammelakukanpekerjaan.

18. Bantuanhukumadalahjasahukumyangdiberikansecaracuma–

cumakepadapegawaiASNKabupatenBrebesyangtersangkutdalam 

perkarahukum.

BAB II 

PERLINDUNGAN

Bagian Kesatu

Jaminan Kesehatan

Pasal 2

(1) SetiapASNmenjadi PesertaJaminanKesehatankarenatermasuk

PekerjaPenerimagajiatauupah.

(2) IuranjaminankesehatansetiapASNsebesar5%(limapersen)darigaji

atauupahperbulan.

(3) Iuransebagaimanadimaksudpadaayat(2)dibayarkandengan

ketentuansebagaiberikut:

a. 4%(empatpersen)dibayarolehPemberiKerja(Pemerintah

DaerahKabupatenBrebes);dan

b. 1%(satupersen)dibayarolehPeserta.

(4) Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (3)dibayarkan secara

langsungolehPemberiKerjakepadaBPJSKesehatanmelaluiKas

Daerah.



Pasal3

(1) AnggotakeluargadariASNyangmendapatkanjaminankesehatan meliputi :

a. istri/suamiyangsah;

b. anakkandung;

c. anaktiridariperkawinanyangsah;dan

d. anakangkatyangsah,palingbanyak4(empat)orang.

(2) Anakkandung,anaktiridariperkawinanyangsah,dananakangkat

yangsahsebagaimanadimaksudpadaayat(1),dengankriteria:

a. tidakataubelumpernahmenikahatautidakmempunyai

penghasilansendiri;dan

b. belumberusia21(duapuluhsatu)tahunataubelumberusia25

(duapuluh lima)tahunbagiyangmasihmenempuh pendidikan formal.

Bagian Kedua 

JaminanKecelakaanKerja

Pasal4

(1) ASN yang mengalami

kecelakaan kerja.

kecelakaan kerja mendapatkan Jaminan

(2) KecelakaanKerjaadalahkecelakaanyangterjadi:

a. dalammenjalankantugaskewajiban;

b. dalamkeadanlainyangadahubungannyadengandinas,sehingga 

kecelakaanitudisamakandengankecelakaanyangterjadidalam

menjalankantugaskewajibannya;

c. karenaperbuatananasiryangtidakbertanggungjawabataupun

sebagaiakibattindakanterhadapanasiritudalammelaksanakan tugas;

d. dalam perjalanan

sebaliknya;dan

dari rumah menuju tempat kerja atau

e. yangmenyebabkanpenyakitakibatkerja.

Pasal5

ManfaatJaminanKecelakaanKerjameliputi:

a. perawatan;

b. santunan;dan

c. tunjangan cacat.



Pasal6

(1) PerawatansebagaimanadimaksuddalamPasal5hurufa,diberikan 

sesuaikebutuhanmedisyangmeliputi:

a. pemeriksaandasardanpenunjang;

b. perawatantingkatpertamadanlanjutan;

c. rawatinapkelasIrumahsakitpemerintahdanrumahsakitswasta

yangsetara;

d. perawatanintensif;

e. penunjangdiagnostik;

f. pengobatan;

g. pelayanankhusus;

h. alatkesehatandanimplant;

i. jasadokter/medis;

j. operasi;

k. transfusidarah;dan/atau

l. rehabilitasimedik.

(2) Perawatansebagaimanadimaksudpadaayat(1)diberikansampai dengan ASN

sembuh.

Pasal7

Pengajuan pembayaran klaim manfaat  JKK oleh peserta atau ahli  waris  kepada

pengelolaprogramdilakukanpalinglambat2(dua)tahunterhitungsejak  tanggal

kecelakaan kerja terjadi.

Pasal8

SantunansebagaimanadimaksuddalamPasal5hurufb,meliputi:

a. penggantianbiayapengangkutanASNyangmengalamikecelakaankerja

kerumahsakitdan/ataukerumahpeserta,termasukbiaya pertolongan 

pertama pada kecelakaan;

b. santunansementaraakibatkecelakaankerja;

c. santunancacatsebagiananatomis,cacatsebagianfungsidancacat

totaltetap;

d. penggantianbiaya rehabilitasi berupa alat bantu(orthese) dan / atau 

alatganti(prothese) bagiASNyanganggotabadannyahilangatautidak

berfungsiakibatkecelakaankerja;

e. penggantianbiayagigitiruan;

f. santunankematiankerja;

g. uangdukatewas;



h. biayapemakaman;dan/atau

i. bantuanbeasiswa.

Pasal9

(1) TunjangancacatsebagaimanadimaksuddalamPasal5hurufc, 

diberikankepadaASNdenganketentuan:

a. mengalamicacat;dan

b. diberhentikandenganhormatsebagaiPNSataudiputushubungan

perjanjiankerjasebagaiPPPKkarenacacat.

(2) Besaran tunjangan cacat sebagaimana dimaksud pada ayat

(1)diberikanberdasarkanpersentasitertentudarigajiatasberkurangnya

atauhilangnyafungsiorgantubuh.

(3) Tunjangan  cacat  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  diberikan  sejak

keputusan  pemberhentian  dengan  hormat  sebagai  PNS  atau  pemutusan

hubunganperjanjiankerjasebagaiPPPKkarenacacatsampaidengan

ASNmeninggaldunia.

Bagian Ketiga

JaminanKematian

Pasal10

(1) ManfaatJKMdiberikanbagiASNyangwafat.

(2) ManfaatJKMsebagaimanadimaksudpadaayat(1)berupasantunan

kematianyangterdiriatas:

a. santunansekaligus;

b. uangdukawafat;

c. biayapemakaman;dan

d. bantuanbeasiswa.

(3) SantunankematiandiberikankepadaahliwarisdariASNyangwafat.

Pasal11

Santunan  sekaligus  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  10  ayat  (2)  huruf  a

diberikankepadaahliwarisASNyangwafatsebesarRp15.000.000,00(lima

belasjutarupiah)yangdibayarkan1(satu)kali.

Pasal12

UangdukawafatsebagaimanadimaksuddalamPasal10ayat(2)hurufb 

diberikankepadaahliwarisASNyangwafatsebesar3(tiga)kaligajiterakhir



yangdibayarkan1(satu)kali.

Pasal13

(1) BiayapemakamansebagaimanadimaksuddalamPasal10ayat(2)  huruf  c

diberikan  kepada  ahliwaris  ASN  yang  wafat  sebagai  penggantian  biaya

yang meliputi:

a. petijenazahdanperlengkapannya;dan

b. tanahpemakamandanbiayaditempatpemakaman.

(2) Besaran  biaya  pemakaman  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat

(1)diberikanolehPT.TaspensebesarRp7.500.000,00(tujuhjutalimaratus  ribu

rupiah).

Pasal14

(1) WafatsebagaimanadimaksudpadaPasal10 ayat(1)adalahmeninggal 

duniayangbukandiakibatkanASNtewas.

(2) Tewassebagaimanadimaksudpadaayat(1)meliputi:

a. meninggalduniadalammenjalankantugaskewajibannya;

b. meninggalduniadalamkeadaanyangadahubungannyadengan

dinas,sehinggakematiannyaitudisamakandenganmeninggal 

duniadalammenjalankantugaskewajibannya;atau

c. meninggalduniakarenaperbuatananasiryangtidakbertanggung

jawabatausebagaiakibattindakanterhadapanasiritudalam 

menjalankan tugas kewajibannya.

(3) Penetapantewassebagaimanadimaksudpadaayat(1)dilakukanoleh 

BupatiBrebesdengankriteriayangditentukan.

Pasal15

(1) Manfaatjaminankecelakaankerjayangmengakibatkantewasmeliputi

a. santunankematiankerja;

b. uangdukatewas;

c. biayapemakaman;dan

d. bantuanbeasiswa.

(2) Santunan  kematian  kerja  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf  a

diberikan kepada ahli waris dari  peserta yang tewas sebesar 60% (enam

puluhpersen)dikali80(delapanpuluh)gajiterakhiryangdibayarkan1

(satu)kali.

(3) Uangdukatewassebagaimanadimaksudpadaayat(1)hurufb 

diberikankepadaahliwarisdaripesertayangtewassebesar6(enam)

kaligajiterakhiryangdibayarkan1(satu)kali.



(4) Biayapemakamansebagaimanadimaksudpadaayat(1)hurufc

diberikan sebagai penggantian atas biaya peti jenazah dan

perlengkapannya serta tanah pemakaman dan biaya ditempat

pemakaman.

(5) Biayapemakamansebagaimanadimaksudpadaayat(4)sebesarRp

10.000.000,00(sepuluhjutarupiah)dandibayarkan1(satu)kali.

(6) Bantuanbeasiswasebagaimanadimaksudpadaayat(1)hurufd

diberikankepadaanakdariASNyangtewas.

a. bagianakdaripesertayangbelummemasukiusiasekolahsampai

dengan sekolahtingkat dasar diberikan bantuan 

beasiswasebesarRp45.000.000,00(empatpuluhlimajutarupiah).

b. bagianakdaripesertayangmasihdudukdisekolahlanjutan

tingkat pertama diberikan bantuan beasiswa sebesar 

Rp35.000.000,00(tigapuluhlimajutarupiah).

c. bagianakdaripesertayangmasihdudukdisekolahlanjutan 

tingkatatasdiberikanbantuanbeasiswasebesarRp25.000.000

(duapuluhlimajutarupiah).

d. bagianakdaripesertayangmasihdudukdisekolahlanjutan tingkat

diploma, sarjana atau setingkat diberikan bantuan

beasiswasebesarRp15.000.000,00(limabelasjutarupiah).

(7) Bantuanbeasiswasebagaimanadimaksudpadaayat(1)hurufd 

diberikankepadapalingbanyakduaoranganakdariASNdengan

ketentuansebagaiberikut:

a. belummemasukiusiasekolahataumasihsekolahataukuliah;

b. berusiapalingtinggi25(duapuluhlima)tahun;

c. belumpernahmenikah;dan

d. belumbekerja.

Pasal16

(1) BKPSDMDdapatmenjadifasilitatordalampengajuanJKKdanJKM.

(2) ASNatauahliwarismengajukanpermohonanpembayaranklaim

manfaatJKK atauJKMkepadaPT.Taspen.

(3) Tatacarapengajuanpermohonanpembayaranklaimmanfaatdan

pembayaranmanfaatsebagaimanadimaksudpadaayat(1)danayat(2) 

dapatdikoordinasikandenganBKPSDMD.

Bagian Keempat

BantuanHukum



Pasal17

(1)Bantuanhukumdilaksanakanberdasarkanasas

a.keadilan;

b.persamaankedudukandidalamhukum;

c.keterbukaan;

d.efesiensi;

e.efektivitas;dan

(2)

f. akuntabilitas.

Ketentuan lebih lanjut mengenai bantuan hukum sebagaimana 

dimaksudpadaayat(1)diaturdenganPeraturanBupatitersendiri.

BAB III

PELAYANAN

Pasal18

(1) Untuk kelancaran dan ketertibandalam mengurus administrasi 

kepegawaian BKPSDMD memberikan pelayanan administrasi

kepegawaianbagiASN.

(2) PelayananAdministrasiKepegawaiansebagaimanadimaksudpadaayat

(1)meliputipelayanansebagaiberikut:

a. cuti;

b. kartusuamiisteri;

c. kartupegawai;

d. mutasi;

e. pensiun;

f. kenaikanpangkat;

g. taspen;

h. kenaikangajiberkala;

i. konversiNIP;

j. suratketeranganpenggunaangelar;

k. peningkatanpendidikan;

l. suratketeranganbelajar;

m. ijinbelajar;

n. tugasbelajar;

o. fasilitasipengembangankompetensi;

p. pelaporandanpemrosesandisiplindankodeetikASN;

q. pengelolaanjabatanfungsional;

r. pengusulantandakehormatanSatyalancanaKaryaSatya;



s. usuljaminankecelakaankerjadanjaminankematian;

t. ijinperkawinandanperceraianASN;

u. penyesuaiannomenklaturjabatan;

v. arsipkepegawaian;

w. gajiASN;

x. peninjauanmasakerja;

y. e-presensi;dan

z. tapera.

BAB IV 

KETENTUAN PENUTUP

Pasal19

PeraturanBupatiinimulaiberlakupadatanggaldiundangkan.

Agarsetiaporangmengetahuinya,memerintahkanpengundanganPeraturan

BupatiinidenganpenempatannyadalamBeritaDaerahKabupatenBrebes.

DitetapkandiBrebes

pada tanggal7agustus2023 Pj. 

BUPATI BREBES,

ttd

URIPSIHABUDINDiundangkan di Brebespada
tanggal 7 agustus 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BREBES

Ttd
Ir.DJOKOGUNAWAN,M.T
Pembina Utama MadyaNIP.

19650903 198903 1 010
BERITA DAERAH KABUPATEN BREBES

TAHUN 2023 NOMOR 21
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